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GUBERNUR SULAWESI SELATAN 

 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN 

NOMOR 24 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  

PROVINSI SULAWESI  SELATAN TAHUN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR SULAWESI SELATAN, 

 

Menimbang   : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2022; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang 

Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan 

Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 

Sulawesi Selatan dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 

1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi 

Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan 

Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan   Peraturan  Perundang–undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahaun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 105); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 136); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);  

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 496); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
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Panjang Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2008-2028, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-

2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan 301) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314); 

   

                      MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 

2022. 

 

                    BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud  dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
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pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen 

Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun. 

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang 

selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2022 adalah dokumen 

perencanaan daerah untuk periode tahun 2022 (dua ribu 

dua puluh dua). 

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah yang 

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 

urusan Pemerintahan yang mejadi kewenangan Daerah. 

8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM 

adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan 

dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang 

berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 

adalah rencana keuangan tahun 2022 (dua ribu dua puluh 

dua) Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

 
(1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah bahwa 

RKPD Tahun 2022 berpedoman pada arah kebijakan dan 

sasaran pokok perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2018-2023 serta arah kebijakan 

dan isu strategis Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, 

untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan 

Daerah dengan pembangunan nasional dan disesuaikan 

dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam upaya 

perbaikan di segala bidang pembangunan. 

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai:  
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a. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun 

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 

2022; 

b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi 

Selatan dalam mendukung capaian target dan sasaran 

pembangunan Daerah; dan 

c. secara normatif, menjadi dasar penyusunan kebijakan 

umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah (KUA) 

dan prioritas dan palfon anggaran sementara (PPAS) 

sebagai landasan penyusunan rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022. 

BAB III 

PELAKSANAAN 

 
Pasal 3 

 
(1) RKPD Tahun 2022, yaitu Dokumen Perencanaan Daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 

Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 

(2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

terdiri atas 8 (delapan) bab sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

(3) Dalam rangka pelaksanaan RKPD Tahun 2022 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sasaran dan prioritas 

pembangunan Daerah. 

(4) Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah yang terdapat 

dalam Bab III, tidak memproyeksikan alokasi transfer 

alokasi dana khusus sehingga apabila terdapat 

ketidaksesuaian pagu anggaran antara RKPD Tahun 2022 

dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

2022, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian 

pada perubahan RKPD Tahun 2022. 

(5) Sasaran dan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disertai dengan pagu anggaran setiap kegiatan yang sifatnya 

indikatif terdapat pada Bab IV. 

Pasal 4 
 

Dalam rangka penyusunan rencana Anggaran Pendapatan 

Belanja  Daerah Tahun 2022: 
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a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2022 

sebagai bahan acuan pembahasan kebijakan umum 

anggaran pendapatan belanja Daerah dan prioritas plafon 

anggaran sementara anggaran pendapatan belanja Daerah 

bersama dewan perwakilan rakyat Daerah; dan 

b. Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2022 dalam 

melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran 

perangkat Daerah bersama dewan perwakilan rakyat 

Daerah. 

Pasal 5 
 

(1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan 

tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran 

yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator 

kinerja setiap program dan kegiatan. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan 

kepada Gubernur melalui Badan Perencanaan 

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah paling 

lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan 

dimaksud. 

(3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan 

bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun 

berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah masing-

masing. 

Pasal 6 

 
Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum 

tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia 

anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana 

Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah dan/atau Perubahan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 7 
 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah menelaah kesesuaian antara rencana 

kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2021 hasil 

pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 8 
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 

 

          Ditetapkan di Makassar 

          pada tanggal 21 Juni 2021 
 

Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN, 

 

 
 

  

               ANDI SUDIRMAN SULAIMAN 

 

 

Diundangkan di Makassar 

pada tanggal  21 Juni 2021 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  

SULAWESI SELATAN, 

   

              

 

 

ABDUL HAYAT 
 
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 24 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam 

rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya 

kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik 

dibanding keadaan sebelumnya. Aspek pembangunan meliputi sosial, budaya, 

ekonomi, dan politik sampai pada perkembangan adanya penyelarasan dengan 

konservasi lingkungan. Nilai dalam pembangunan adalah optimalisasi 

sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan 

yang baik. Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum merupakan suatu 

proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai 

stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya 

yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu 

daerah dalam jangka waktu tertentu. Lebih lanjut lagi, pembangunan yang 

dilakukan di daerah, diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan 

yang di hadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan 

daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta 

harus mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional untuk 

mencapai cita-cita bersama sebagai suatu bangsa.  

Sesuai amanat Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas: 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 

Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 

pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

untuk pembangunan tahunan. 

 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian 

pembangunan tahun 2020 serta dinamika dampak sosial dan ekonomi dari 

Pandemi Global Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Sehingga seluruh 

kebijakan, strategi dan program/kegiatan pembangunan Sulawesi Selatan tahun 

2022 akan fokus pada upaya pemulihan dampak pandemi Covid-19 terutama 

pemulihan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dengan didukung 

daya saing sumber daya manusia. Sebagai gambaran untuk capaian Indikator 

Ekonomi Makro Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 yaitu: Pertumbuhan 

Ekonomi -0,70, Tingkat Kemiskinan 8.70 % (Maret), Tingkat Pengangguran 

Terbuka 6,31, Gini Rasio 0,382, Indeks Pembangunan Manusia 71,93 dan PDRB 

Perkapita (ADHB) 56,51 Juta/Rp. 
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Selain memperhatikan capaian diatas, Penyusunan RKPD Prov. Sulsel 

Tahun 2022 juga diselaraskan dengan Rancangan RKP Tahun 2022, RPJMN 

2020-2024 dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), Road Map 

Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024, serta implementasi peraturan 

perundang-undangan yang terbaru yang relevan dengan Penyusunan RKPD. 

 Dokumen ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat 

strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:  

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, 

rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok 

sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah 

penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 

(satu) tahun;  

2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 

dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan 

oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai 

landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(R-APBD);  

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja 

pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta 

pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala 

perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang 

ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan 

4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan 

kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.  

Penyusunan dokumen RKPD 2022 mengacu pada Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah  yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu, 

persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, 

Pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.  

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun ke IV (ke-empat) pelaksanaan RPJMD 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Dalam 

pelaksanaannya, Peraturan Daerah tentang RPJMD dilakukan perubahan 

dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang 

RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, sehingga dalam 

penyusunan RKPD Tahun 2020 telah mengakomodir tujuan, sasaran, strategi, 

arah kebijakan dan program perangkat daerah serta target kinerja 
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pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Perda perubahan RPJMD 

Prov. Sulsel Tahun 2018-2023. 

RKPD ini merupakan pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja 

perangkat Daerah yang disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis 

Perangkat Daerah yang mengacu pada Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2018-2023 Serta menjadi acuan di dalam penyusunan Kebijakan 

Umum APBD (KUA) dan Penentuan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara 

(PPAS). Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati akan digunakan 

sebagai acuan dalam proses penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2022. 

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 

Penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 didasarkan 

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I 

Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2102) juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan 

Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  
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9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

14. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6042); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi 

Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

22. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 

Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau 

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6633);  

24. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan 

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259); 

25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

26. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112); 

27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran 

Negara Republik Indinesia Tahun 2020 Nomor 10); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum 

Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis 

Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di 
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Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868); 

31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891); 

32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 

tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);  

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 

Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);  

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 

2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar 

Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 

2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar 

Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 

2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub 

Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

158); 

37. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 

Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 86) 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

tahun 2019 Nomor 1114); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 

2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);  

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 

Nomor 1447); 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288); 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 249); 
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43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang 

Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

tahun 2020 Nomor 581); 

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496); 

46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang 

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

47. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga 

Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19); 

48. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan 

lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283); 

49. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Peraturan Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah 

Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249); 

50. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah 

(Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286); 

51. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 

11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 309); 

52. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 

tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi 
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Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302); 

53. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Nomor 314). 

1.3 Hubungan Antar Dokumen 

RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 disusun dengan 

berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-

2023, Perubahan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029, arah 

kebijakan dan isu strategis RKP Tahun 2022, dan RPJMN Tahun 2020-2024.  

Adapun hubungan antara dokumen dalam penyusunan RKPD Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2022, dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

Gambar 1.1 

Hubungan Antar Dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017, diolah 

 Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah 

bersama para pemangku kepentingan di daerah berdasarkan peran dan 

kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi 

dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan lingkungan 

internal maupun eksternal baik di tingkat regional, nasional maupun 

internasional. Penyusunan Dokumen RKPD berpedoman pada RKP Tahun 2022 

yang terkait dengan program strategis, kegiatan serta tujuan dan sasaran 
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pembangunan, selain itu juga menyangkut penyelarasan, sinergi dan 

sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat. 

 Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari 

efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang 

keberhasilan desentralisasi fiskal. Proses perencanaan dimulai dari Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen 

perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang 

digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD 

kemudian dijabarkan kedalam RKPD untuk setiap tahunnya. Sesuai dengan 

Pasal 105 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

mengamanahkan bahwa Peraturan Gubernur tentang RKPD provinsi dijadikan 

pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD provinsi serta 

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara provinsi, sebagai landasan 

penyusunan rancangan APBD yang akan dibahas antara Gubenur dengan DPRD 

sebelum ditetapkan menjadi Perda APBD. Adapun hubungan antara dokumen 

perencanaan dan penganggaran, dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

Gambar 1.2 

Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran 

 
Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017, diolah 

  

1.4 Maksud dan Tujuan 

Maksud disusunnya RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 sebagai 

berikut: 

1. Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); 

2. Pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat 

Daerah; 

3. Pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan 

kabupaten/kota; dan 
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